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ABSTRAK 
Nama  : Husni Mubarak 
Nim  : 107000112184 
Judul  : Analisis Disparitas Pendapatan di Kawasan Mamminasata 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pendapatan di Kawasan 
Mamminasata. Skripsi ini berjudul “Analisis Disparitas Pendapatan di Kawasan 
Mamminasata”. Pokok masalah yang diteliti yaitu Pola dan Struktur ekonomi dan 
Tingkat ketimpangan di Kawasan Mamminasata. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menganalisis data sekunder,  
dalam hal ini bersifat tahunan dengan menggunakan renis waktu yaitu antara tahun 
2011-2015. Data yang diperoleh tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan model yang 
digunakan, dalam hal ini menggunakan Tipologi Klassen dan Indeks Williamson. 
Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, Badan Pusat Statistik 
(BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, dan sumber lain sesuai kebutuhan peneliti.  
Hasil Analisis Tipologi Klassen di Kawasan Mamminasata diklasifikasikan 
menjadi dua: daerah maju tapi tertekan dan daerah yang relatif tertinggal.Berdasarkan 
Indeks Williamson ketimpangan antar kabupaten di Kawasan Mamminasata secara 
umum menigkat dan terjadi ketimpangan yang cukup tinggi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pembangunan merupakan proses multidimensional yang meliputi 
perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan 
perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi 
perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan 
pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang 
diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan  pada tiga hal pokok 
yaitu : Meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi 
masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan 
kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun 
kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro,2006) 
Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang 
apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada 
masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per 
kapita dalam jangka waktu panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena 
mengandung unsur dinamis. Para teoritikus ilmu ekonomi pembangunan masa 
kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan 
ekonomi. Para teoritikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya 
diukur dengan pertumbuhan Priduk Domestik Bruto dan Produk Domestik 
Regional Bruto saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti 
kenikmatan,  kepuasan  dan  kebahagiaan  dengan  rasa  aman  dan  tentram  yang  
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dirasakan oeh masyarakat luas (Arsyad, 2010). 
Pada masa sekarang ini pemerintah berupaya melakukan pembangunan 
dengan program dan kegiatan yang berada dalam lingkup pengembangan ekonomi 
lokak, telah, sedang dan akan dilaksanakan dan pada umumnya melakukan 
pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal tidak cukup 
terfokus pada pemberdayaan masyarakat, namun diharapkan inisiatif telah berada 
pada pemerintah daerah dalam mengindentifikasi program dan kegiatan tersebut 
dapat berkelanjutan. 
 Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk mengembangkan ekonomi 
suatu wilayah yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber 
daya lokal guna pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, pegurangan kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar sektor 
dan antar wilayah (Bappenas, 2010) 
Pada dasarnya pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana 
pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat setempat mengeola 
sumber daya mereka dan memasuki hubungan kemitraan yang baru dengan pihak 
swasta untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan 
ekonomi pada zona yang lebih tertata. Konsep pokok dari pengembangan 
ekonomi lokal adalah pembangunan  yang bertumpu kepada kekuatan endogen 
dengan memanfaatkan sumber daya manusia lokal, kelembagaan dan sumber daya 
fisik lokal (Dedi, 2010). Pembangunan disetiap sektor mempunyai lingkup 
kepentingan dan mencakup kawasan yang luas sering melintasi batas 
daerah/wilayah administrasi dan sering dihadapkan pada berbagai masalah yang 
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tidak saja sulit diatasi sendiri, tapi juga mengharuskan dilakukan kerjasama 
dengan daerah lain/sekitarnya. 
Pengertian dari ketimpangan pembangunan atau disparitas adalah 
perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara 
vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan 
pembangunan.Inti permasalahan pembangunan ekonomisi nasional terletak pada 
tingginya disparitas (kesenjangan) antarwilayah.  
Adanya disparitas tersebut terjadi karena aktivitas ekonomi yang juga 
timpang. Di kota yang menjadi pusat bisnis, segala sarana dan prasarana tergarap 
dengan baik. Akan tetapi, di daerah yang bukan pusat bisnis, sarana dan prasarana 
tidak tergarap. Hal ini kemudian yang membuat aktivitas ekonomi jadi rendah di 
banyak daerah. Aktivitas ekonomis rendah, tingkat kemiskinan pun menjadi tinggi 
Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang 
diterima oleh setiap masyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi 
pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. 
Menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang 
menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat 
dalam jangka penjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan 
ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan 
pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat. Dua masalah besar yang 
umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah 
kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara 
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kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat 
berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di 
bawah garis kemiskinan (Tambunan, 2001). Permasalahan pokok dalam 
pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi 
pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Di beberapa negara tujuan tersebut 
kadang-kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan 
ekonomi atau mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan. 
Pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa 
ketidakmerataan distribusi pendapatan akan rendah. Tingkat ketidakmerataan 
distribusi pendapatan dan kemiskinannya juga tinggi.Hal ini menimbulkan 
tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan ketidakmerataan distribusi 
pendapatan dari pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pandangan tradisional 
tentang distribusi berpendapat bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan 
merupakan necessary condition dan insentif yang baik bagi peningkatan 
pertumbuhan ekonomi. Argumen dasarnya bahwa pendapatan yang tinggi 
pengusaha dan perorangan akan menaikan tabungan, tabungan yang tinggi akan 
meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. 
Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan 
oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang 
berbeda beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang 
sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah 
dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi 
pendapatan daerah semakin melebar. 
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Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh 
karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai 
wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. 
Pembangunan yang dilaksanakan daerah meliputi berbagai bidang, salah satunya 
pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang 
menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam 
jangka panjang.  
Pembangunan ekonomi bukanlah melulu bertujuan untuk menciptakan 
modernisasi dalam sesuatu masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah 
menciptakan kehidupan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat tersebut. 
Berarti secara adil selalu diinginkan agar usaha-usaha pembangunan akan dapat 
dikecap oleh seluruh masyarakat secara merata. Tujuan ini tidak akan tercapai 
apabila pembangunan ekonomi mengakibatkan distribusi pendapatan masyarakat 
menjadi semakin memburuk keadaannya. Dalam keadaan seperti ini hanya 
segolongan kecil saja dari keseluruhan anggota masyarakat yang menikmati hasil 
pembangunan (Sadono, 1996).  
Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi 
masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas 
pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh 
masingmasing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi 
kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses 
pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Berdasarkan firman Allah 
dalam surah Al-Jumu’ah / 62 ayat 10 sebagai berikut: 
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                                  
       
Terjemahnya : 
Apabila telah ditunaikan shalat,maka bertebaranlah kamu di muka bumi 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu 
beruntung (Q.S Al-Jum’ah : 10). 
 
Pada ayat yang ke 10, ditegaskan apabila ibadah shalat telah dilaksanakan, 
maka kita di peruntukkan untuk melanjutkan aktivitas untuk mencari karunia 
Allah. Hal ini memberi pengertian bahwa kita tidak boleh malas karena rezki 
Allah tidak datang dengan sendirinya. Potensi akal yang dimiliki manusia 
hendaknya menjadi modal utama untuk meningkatkan modal utama untuk 
meningkatkan produktivitas kerja secara inovatif, agar hidupnya lebih berkualitas. 
Umat islam yang telah selesai menunaikan shalat diperintahkan Allah untuk 
berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya, seperti ilmu pengetahuan, 
harta benda, kesehatan dan lain-lain.  
Dimanapun dan kapanpun kaum muslimin berada serta apapun yang 
mereka kerjakan, mereka dituntut oleh agamanya agar selalu mengingat Allah. 
Mengacu kepada QS al-Jumuah ayat 10 umat islam di perintahkan oleh agamanya 
agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib seperti bekerja keras 
dan belajar sungguh-sungguh dan mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat 
kelak. Caranya, selain selalu berisikan perintah melaksanakan shalat jumat juga 
memerintahkan setiap umat islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezki 
sebagai karunia Allah SWT. Ayat ini memerintahkan manusia untuk melakukan 
keseimbangan antara kehidupan di dunia melaksanakan ibadah ritual, juga giat 
bekerja memenuhi kebutuhan hidup. 
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Pembangunan ekonomi dimanapun pada umumnya akan mengalami suatu 
dilema antara kepentingan perkembangan ekonomi dan pemerataan. 
Perkembangan ekonomi akan menghasilkan output nasional yang akan dinikmati 
oleh warga negara. Pembagian output nasional yang dihasilkan laju pertumbuhan 
ekonomi yang merata dapat dicapai apabila pembangunan output nasional atau 
hasil pembangunan ini tidak merata, hanya dinikmati oleh sebagian warga negara 
maka terjadi kesenjangan dalam pembagian pendapatan antar warga negara, 
kesenjangan ini pada gilirannya akan sangat rentan menimbulkan kecemburuan 
sosial yang pada akhirnya bisa menimbulkan gejolak atau konflik nasional (BPS, 
2006). Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 
pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan 
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta 
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 
kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincolin, 
1999) 
Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi suatu daerah bisa 
saja merupakan keputusan politis maupun atas dasar kesejahteraan ekonomi 
masyarakat (economic welfare). Kebijakan-kebijakan pembangunan yang 
dilakukan tersebut harus didasarkan pada karakteristik daerah yang bersangkutan 
dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber 
fisik secara lokal. Orientasi tersebut mengarahkan pengambilan inisiatif-inisiatif 
yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan 
kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Setiap upaya 
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pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 
kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat daerah (Syafrizal, 1997) 
 Adelmamn dan Morris dalam Arsyad (2010) mengemukakan beberapa 
faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara 
sedang berkembanng, yaitu : Pertambahan Penduduk yang tinggi mengakibatkan 
menurunnya pendapatan perkapita. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah 
tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-
barang. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 
Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan 
ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan 
mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada 
yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya. Salah satu indikator penting 
untuk mengetahui indikator pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dalam suatu 
periode tertentu ditunjukkan oleh data PDRB dan jumlah penduduk suatu 
masyarakat dipandang mengalami pertambahan dalam kemakmuran 
masyarakatnya apabila pendapatan perkapita menurut harga konstan atau 
pendapatan perkapita riil terus-menerus bertambah. 
Pembangunan wilayah dengan membentuk beberapa Kawasan Strategis 
Nasional (KSN) yang menjadi ambisi untuk mengejar percepatan pembangunan 
ekonomi nasional tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk mewujudkan 
komoditas yang dapat bersaing di pasar global. Pembangunan wilayah dengan 
membentuk beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang menjadi ambisi 
untuk mengejar percepatan pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari 
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usaha pemerintah untuk mewujudkan komoditas yang dapat bersaing di pasar 
global dari pembentukan sistem hubungan perekonomian yang strategis dalam 
kerjasama bilateral maupun multirateral dengan negara-negara pengekspor 
terutama di negara maju. Pembangunan Kawasan Perkotaan Mamminasata 
merupakan salah satu strategi untuk mengkondisikan terwujudnya percepatan 
pembangunan ekonomi melalui penyatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas 
Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di 
Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, 
Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar sebagai kawasan perkotaan di 
sekitarnya yang membentuk kawasan megapolitan. 
Penerapan konsep pembangunan kota terintegrasi tentunya memberi 
dampak perubahan yang besar pada masyarakat lokal terutama berada pada 
kawasan yang mengalami secara perubahan fungsi ruang tersebut, yakni tingginya 
frekuensi pelepasan tanah dari petani yang memiliki dan atau mengolah lahan 
pertanian produktif. Lahan-lahan yang dikonversikan untuk kepentingan 
industrialisasi dan sarana infrastruktur dari tahun ke tahun pada akhirnya akan 
semakin memberikan tarikan besar bagi investor asing maupun dalam negeri demi 
mewujudkan ambisi pertumbuhan ekonomi wilayah. 
Sebagai suatu konsep pengelolaan wilayah Metropolitan yang diharapkan 
dapat memberikan kesejahteraan serta ramah lingkungan secara berkelanjutan, 
tentu saja pengelolaan wilayah Mamminasata diarahkan dengan upaya-upaya 
pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan 
secara efisien dan berdaya guna, melalui keseimbangan antar wilayah dan antar 
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sektor serta pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan lingkungan hidup. Kota 
Metropolitan Mamminasata merupakan kota yang mencakup Maros, Makassar, 
Gowa,Takalar di Sulawesi Selatan.  
Seperti pada gambar dibawah, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 
mengalami pertambahan dalam kemakmuran masyarakat khususnya di daerah 
Maminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa/Gowa dan Takalar) setiap 
tahunnya dimulai dari tahun 2011-2015. Jelas terlihat pada gambar 
Kota/Kabupaten Makassar yang mengalami pertambahan pertumbahan yang 
paling banyak, begitupun yang terdapat di Kota/Kabupaten Maros juga 
mengalami peningkatan setiap tahunnya setelah Kota Makassar begitupun dengan 
pertambahan pertumbuhan peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang 
terdapat di Kota/Kabupaten Gowa dan Takalar. Adapun Kota/Kabupaten yang 
memiliki pertumbuhan peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yaitu 
Takalar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah : 
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Gambar I.1  
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 
Kota/Kabupaten kawasan Maminasata Tahun 2011-2015 
 
 
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2016                                           
Berdasarkan Gambar I.I nilai PDRB yang tertinggi di miliki oleh Kota 
Makassar sedangkan nilai terendah dimiliki oleh Takalar. Perbedaan nilai PDRB 
yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten di sebabkan oleh perbedaan potensi 
yang dimilik. Perbedaan nilai PDRB di masing-masing kabupaten menandakan 
terjadi ketimpangan antar Kabupaten di Kawasan Mamminasata.    
 Pemanfaatan sumber daya didaerah-daerah yang belum optimalnya 
merupakan salah satu sebab melebarnya jurang kesejahteraan antar daerah. 
Potensi dan pemanfaatan sumber daya sangat bervariasi antar wilayah dan antar 
provinsi bahkan antar daerah  dalam provinsi itu sendiri. Perkembangan 
perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional 
Bruto per kapita didaerah tersebut. ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan 
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mempunyai hubungan positif dengan variasi distribusi penguasaan faktor-faktor 
produksi, keberhasilan pembangunan akan berbeda-beda antar wilayah dan 
provinsi, akan tetapi dengan tetap mengacu pada upaya peningkatan kesejahteraan 
anggota masyarakat secara luas, perbedaan ini dapat dikurangi. 
Jumlah  penduduk adalah salah satu indikator  penting dalam suatu 
Negara.  Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam Smith bahkan 
menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat 
digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah 
tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga 
kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka 
banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang 
semakin bertambah.  Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tersebut, 
mengundang banyak masalah. Tetapi ini tidak berarti pada zaman dahulu masalah 
kependudukan tidak ada. Sejalan dengan perkembangan penduduk dunia, 
Indonesia juga sebagai negara berkembang yang tidak terlepas dari pertambahan 
penduduk yang cepat. 
Pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun ini memerlukan 
tambahan investasi dan sarana untuk mendukung kesejahteraan rakyat seperti 
sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain sebagai lainnya. Hal ini 
tentu saja merupakan masalah bagi pemerintah dalam usahanya membangun dan 
meningkatkan taraf hidup rakyatnya demi untuk menuju masyarakat yang sesuai 
dengan isi UUD 1945.  Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat sekarang ini 
sangat mempengaruhi perekonomian suatu bangsa, karena kita lihat sekarang ini 
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kepadatan penduduk di kota-kota besar di Indonesia khususnya di kota Makassar 
setiap tahunya mengalami penigkatan, dan mempengaruhi tingkat pendapatan 
penduduk,.untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah : 
Gambar I.2  
Jumlah Penduduk Keseluruhan di Kota/Kabupaten  Kawasan Mamminasata 
Tahun 2011-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
SS 
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2016 
 Berdasarkan pada gambar di atas jumlah penduduk keseluruhan yang 
terdapat di  Kota/Kabupaten Maminasata (Makassar, Maros, Gowa dan Takalar) 
pada Tahun 2011-2015 mengalami peningkatan pertambahan penduduk disetiap 
tahunnya terlihat pada gambar grafik diatas. Jelas terlihat jumlah penduduk secara 
keseluruhan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota/Kabupaten 
Makassar dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan dimulai dari tahun 
2011 sebanyak 1.352.136 penduduk jiwa, 2012 sebanyak 1.369.606 penduduk 
jiwa, 2013 sebanyak 1.408.072 penduduk jiwa, 2014 sebanyak 1.429.242 
penduduk jiwa dan tahun 2015 sebanyak 1.449.401 penduduk jiwa. Sedangkan 
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jumlah penduduk yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah 
Kota/Kabupaten Gowa/ sungguminasa dimulai dari tahun 2011 sebanyak 7.321 
penduduk jiwa, 2012 sebanyak 7.443 penduduk jiwa, 2013 sebanyak 7.674 
penduduk jiwa, 2014 sebanyak 8.450 peduduk jiwa dan 2015 sebanyak 8.758 
penduduk jiwa, meskipun Kota/Kabupaten Gowa ini khususnya di Kelurahan 
Sungguminasa yangpaling sedikit jumlah penduduknya namun terlihat dengan 
data yang ada jika jumlah penduduknya tetap mengalami peningkatan disetiap 
tahunnya tersebut. 
Salah satu langkah awal untuk mengetahui disparitas pendapatan antar 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan membuat suatu 
analisis disparitas pendapatan dilanjutkan dengan menganalisis faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hal tersebut yang 
melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul 
“Analisis Disparitas Pendapatan di Kawasan Mamminasata ” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pola dan struktur ekonomi di Kawasan Maminasata? 
2. Bagaimana perkembangan tingkat ketimpangan antar kabupaten  di 
Kawasan Maminasata? 
C. Definisi Operasional 
1) PDRB (Juta Rupiah) 
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) didefinisikan sebagai jumlah 
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit usaha dalam suatu wilayah, 
atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 
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seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah PDRB Sulawesi Selatan dan menurut Kabupaten atas dasar harga konstan 
2010 periode 2011-2015. 
2) PDRB PerKapita (Rupiah) 
Angka PDRB Perkapita pada daerah Maminasata diperoleh dari membagi 
angka PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dalam penelitian 
ini menggunakan PDRB perkapita Maminasata dan menurut Kabupaten  atas 
dasar harga konstan 2010 periode 2011-2015. 
3) Jumlah Penduduk (Jiwa) 
Jumlah penduduk yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
keseluruhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan atau penduduk menurut 
Kota/Kabupaten. 
D. Penelitian Terdahulu 
Mulyanto dan sudarmono (2006), yang meneliti tentang transformasi 
struktural  pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di wilayah jawa 
tengah I. berdasarkan hasil ananlisisnya Indeks Williamson pada priode tersebut 
mengalami penigkatan. Hipotesis Kuznets berlaku di wilayah tersebut selama 
priode penelitian. 
Pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan antar daerah di Propinsi 
Riau (Riadi,2006). Selama priode pengamatan 2003-2005, terjadi ketimpangan 
pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks Williamson, 
hipotesis Kuznets tidak terbukti di Propinsi Riau yang mengatakan adanya kurva 
U terbalik 
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Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di 
kabupaten kebumen (Teguh Prayitno,2009). Berdasarkan hasil penelitian tingkat 
ketimpangan adalah relatif rendah, kebanyakan kecamatan di kabupaten kebumen 
selama priode peneitian berada pada daerah yang relatif tertinggal.  
Penelitian selanjutnya Budi, 2012 dengan judul “Analisis Disparitas 
Pendapatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi di Provinsi Sumatra Utara” , 
melakkukan penilitian untuk mengetahui dan mengukur disparitas di Provinsi 
Sumatra Utara dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
disparitas di Provinsi Sumatra Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder 
dengan kurun waktu (time series) periode 1987-2008. Untuk perhitungan 
disparitas digunakan Indeks Williamson sedangkan untuk mengetahui hubungan 
antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas di provinsi sumatra 
utara mmenggunakan model persamaan regresi berganda dengan bantuan 
Software Eviews 4.00. 
 Nurimansyah (2010) mengadakan penelitian mengenai sebab-sebab 
ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan model regresi brganda, 
variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepincangan 
rata-rata pengeluaran rumah tangga ,  produk domestic regional bruto (PDRB) 
pertumbuhan PDRB,, angkatan kerja pengeluaran pemerintahan 
kesehatan,pendidikan dan dan bagian penduduk yang tidak atau kurang produktif. 
Hasil penelitian dikatakan bahwa pengeluaran rumah tangga perkapita per bulan 
maupun tingkat pertumbuhan PDRB perkapita setiap bulan berpengaruh secara 
negatif terhadap tingkat kesenjagan pembagian pendapatan. Artinya pada derah-
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daerah yang tingkat pertumbuhan  PDRB per kapita relatif tinggi, kesenjangan 
pembagian pendapatan relatif rendah, sedangkan pada daerah-daerah yang tingkat 
pertumbuhan PDRB relatif rendah ternyata kesenjangan pembagian relatif tinggi. 
Pengaruh tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian secara positif 
mempengaruhi tingkat ketidakmerataan pendapatan.  Maksudnya pada daerah-
daerah yang presentase jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian relatif 
meningkat, maka ada kecenderun tingkat kesenjangan pembagian pendapatan 
juga meningkat. Maka ada kecenderungan tingkat kesenjangan pembagian 
pendapatan juga menigkat. Pengaruh pengeluaran pemerintah (pengeluaran rutin 
dan pengeluaran daerah). Terhadap tingkat kepincangan pembagian pendapatan 
secara positif . Artinya pengeluaran pemerintah memperpincang pembagian 
pendapatan. Selanjutnya pengaruh variabel pendidikan terhadap kesenjangan 
pembagian pendapatan adalah negatif, yaitu : semakin tinggi persentase 
penduduk yang pernah sekolah maka tingkat kesenjangan menurun pada daerah-
daerah dimana pekerjaan yang telah sekolah relatif banyak, kesenjangan 
pembagian pendapatan relatif rendah. Pengaruh tingkat kesehatan terhadap 
kesenjangan pembagan pendapatan adalah negatif. Pengaruh penduduk yang 
tidak atau kurang produktif terhadap kesenjangan pembagian pendapatan negatif. 
Artinya bila suatu daerah mempunyai bagian penduduk yang tidak produktif 
tinggi maka kesenjangan pembagian pendapatan relatif buruk. 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi di Kawasan Maminasata 
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b. Untuk mengetahui perkembangan tingkat ketimpangan antar 
kabupaten  di Kawasan  Maminasata 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait 
untuk dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah 
dalam rangka menurunkan tingkat disparitas pendapatan antar 
Kabupaten/Kota 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang 
tertarik untuk meneliti hal yang sama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori  
1. Teori  Pembangunan Ekonomi 
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 
daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan 
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta 
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 
kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Lincolin Arsyad (1999) membedakan 
pengertian daerah (region) berdasarkan tinjauan aspek ekonomi kedalam 3 
kategori : 
1. Daerah homogen, yakni daerah dianggap sebagai suatu ruang dimana 
kegiatan ekonomi terjadi dan didalam ruangan tersebut terdapat sifat-sifat 
yang sama. 28 Kesamaan tersebut antara lain dari segi pendapatan 
perkapita, sosial budaya, geografis dan lain sebagainya. 
2. Daerah nodal, yakni suatu daerah di anggap sebagai ekonomi ruang yang 
dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan. 
3. Daerah administratif, yakni suatu ekonomi ruang yang berada dibawah 
satu administratif tertentu, seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan 
dan sebagainya. Pengertian daerah disini didasarkan pada pembagian 
administratif satu negara. 
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup 
pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, 
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perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa 
yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan 
pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Menurut teori ekonomi Neo Klasik, 
ada 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan 
(equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan 
mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi 
(pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah 
tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah (Lincolin, 1997) 
Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh dua (2) faktor yaitu faktor 
ekonomi  (SDA, SDM, Pembentukan modal dan teknologi) dan faktor non 
ekonomi (politik, sosial, budaya dan kebiasaan). Menurut definisi lama (tahun 
1950-an), pembangunan ekonomi lebih menekankan pada pendapatan perkapita. 
Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan 
pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka 
panjang (Suryana, 2000) 
Definisi ini mengandung tiga unsur yaitu : 
1. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang 
terusmenerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan 
sendiri untuk investasi baru. 
2. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita. 
3. Kenaikkan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. 
Menurut Michael P.Todaro, pembangunan ekonomi diartikan sebagai 
proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam 
  
 
21 
 
struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga 
nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan 
dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Pembangunan ekonomi merupakan 
usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur 
dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Jadi, tujuan pembangunan 
ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional juga untuk 
meningkatkan produktivitas. Adanya batasan yang jelas antara pembagunan atau 
perkembangan ekonomi menunjukan perubahan-perubahan dalam struktur output 
dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian disamping kenaikan output. 
Jadi, umumnya perkembangan atau pembangunan ekonomi selalu disertai dengan 
pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan perkembangan atau 
pembangunan. Meskipun pada tingkat permulaan, mungkin pembangunan 
ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan dan sebaliknya (Irawan dan 
Soeparmoko, 1992) 
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat 
kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian 
dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi 
daripada yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya sedangkan laju 
pertumbuhan ekonomi adalah kenaikkan dalam Produk Regional Bruto (PDRB), 
tanpa memandang apakah kenaikkan tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada 
tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikkan 
output perkapita dalam jangka panjang, dalam hal ini ada tiga aspek yang perlu 
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diperhatikan yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan 
ekonomi adalah suatu ”proses”, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat 
atau yang menunjukan adanya perekonomian berkembang atau berubah dari 
waktu ke waktu dimana penekanannya pada perkembangan atau perubahan itu 
sendiri. Perubahan ekonomi berkaitan dengan ”Output Perkapita”, ada dua sisi 
yang perlu diperhatikan disini yaitu sisi output total (GDP) dan sisi jumlah 
penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. 
Aspek ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka 
panjang. Suatu perekonomian akan tumbuh apabila dalam jangka panjang 
mengalami kenaikkan output perkapita (Boediono, 1992) 
Di negara sedang berkembang (NSB) yang menjadi perhatian utama 
adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Pada tahun 1960-an 
sebagian besar NSB yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
mulai menyadari bahwa pertumbuhan semacam itu hanya sedikit manfaatnya 
dalam memecahkan masalah kemiskinan. Di negara Asia, Afrika dan Amerika 
Latin tingkat kehidupan nampaknya mengalami stagnasi dan bahkan untuk 
beberapa negara malah terjadi penurunan tingkat kehidupan rill. Tingkat 
pengangguran dan pengangguran semu meningkat di daerah pedesaan dan 
perkotaan. Distribusi antara kaya dan miskin tidak merata. Dengan kata lain, 
pertumbuhan GNP perkapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan 
tingkat hidup rakyat (Arsyad, 2010) 
 
 
  
 
23 
 
3. Teori Pertumbuhan Kuznet 
Profesor Simon Kuznets pada tahun 1955 membuat hipotesis adanya kurva 
U terbalik (interved U curve) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, 
distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu 
tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata (Mudrajad, 
2003) 
 
Gambar II.1 Kurva “U” Terbalik 
Profesor Simon Kuznets mengemukakan bahwa ketimpangan cenderung 
bertambah besar pada tahap-tahap permulaan pertumbuhan dan kemudian menciut 
pada tahap-tahap kemudian pertumbuhan, namun pada suatu waktu akan terjadi 
peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya menurun lagi. Profesor Kuznets 
mengetengahkan pemikiran bahwa di bidang pertanian pertumbuhan pada tahap 
awalnya akan menaikkan pendapatan petani yang lebih giat dan ini mungkin ada 
kaitannya dengan pendapatan menurun petani yang paling terbelakang (karena 
harga menurun dan pasar lenyap) sehingga memperlebar tebaran. Hal yang tidak 
mungkin dikesampingkan adalah teknologi, tetapi mungkin pengaruh jangka 
pendek. Pendapatan petani yang lebih tinggi akan tercermin dalam permintaan 
lebih besar akan barang jadi dan input pertanian, dan dengan demikian pembelian 
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akan barangbarang dari kota sekitar akan meningkat. Kesempatan kerja yang lebih 
banyak bagi keluarga bukan petani dan petani di desa mungkin mengurangi 
ketimpangan. 
B. Landasan konsep Definisi 
1. Ketimpangan Pendapatan Regional  
Secara regional atau antar wilayah, berlangsung pula ketidakmerataan 
distribusi pendapatan antarlapisan masyarakat. Dalam perspektif antar wilayah, 
ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar 
wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, maupun dalam hal distribusi 
pendapatan dikalangan penduduk masing-masing wilayah. Ketimpangan regional 
dalam pembangunan dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan 
mencolok dalam aspek-aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana 
perbankan, investasi dan pertumbuhan (Dumairy, 1996) 
Isu kesenjangan ekonomi antardaerah telah lama menjadi bahan kajian 
para pakar ekonomi regional. Hendra Esmara (1975) merupakan peneliti pertama 
yang mengukur kesenjangan ekonomi antardaerah. Berdasarkan data dari tahun 
1950 hingga 1960, ia menyimpulkan Indonesia merupakan negara dengan 
kategori kesenjangan daerah yang rendah apabila sektor migas diabaikan. Begitu 
juga dengan Ardani pada tahun 1996 dan 1992 telah menganalisis kesenjangan 
pendapatan dan konsumsi antar daerah dengan menggunakan Indeks Williamson, 
bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan kemakmuran 
antardaerah, namun semakin maju pembangunan ekonomi kesenjangan tersebut 
semakin menyempit. Studi Ardani agaknya sejalan dengan hasil studi Akita dan 
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Lukman pada tahun 1994, yang menemukan tidak terdapatnya perubahan 
kesenjangan ekonomi antardaerah selama 1983-1990 (Mudrajad, 2003) 
Hirschman mengemukakan bahwa pambangunan ekonomi dipandang 
secara geografis keadaanya tidak seimbang yakni tidak merata ke semua daerah. 
Pada awalnya pertumbuhan ekonomi terpusat di beberapa daerah sedangkan pada 
daerah lainnya dalam keadaan terbelakang. Pada proses pertumbuhan selanjutnya 
perbedaanperbedaan ini akan semakin lebar karena terdapat berbagai faktor yang 
mempersulit daerah miskin untuk berkembang, sehingga diperlukan campur 
tangan pemerintah untuk mengatasinya. Begitu juga jika suatu daerah mengalami 
perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke 
daerah lain.  
Menurut Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi 
daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut 
semakin menyempit berarti terjadi imbas balik (trickling down effects). Sedangkan 
jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi 
pengkutuban (polarization effects) (Lincolin, 1997) 
Pandangan Hirschman ini didukung oleh hipotesis Kuznets dan hasil 
penelitian Williamson dan El Shaks. Kuznets mengemukakan bahwa pada 
tahaptahap permulaan pertumbuhan suatu daerah terdapat pembagian pendapatan 
yang cenderung semakin tidak merata, tetapi dengan semakin tumbuhnya daerah 
itu maka pembagian pendapatannya akan semakin merata. Sedangkan hasil 
penelitian Williamson dan El Shaks disimpulkan bahwa ketidakmerataan regional 
jika digambarkan dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi akan 
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menghasilkan kurva berbentuk lonceng yang beberapa titik puncaknya dicapai 
pada saat peralihan dari tahap lepas landas menuju tahap pendewasaan (Rudy, 
1999) 
2. Pusat Pertumbuhan 
Pertumbuhan (growth) dan pemerataan (equality) merupakan dua unsur 
penting dalam proses pembangunan baik pada tingkat nasional maupun daerah. 
Namun kenyataannya kedua aspek ini seringkali terjadi “trade-off” antara satu 
dengan yang lainnya, yaitu bilamana pertumbuhan diutamakan maka hal ini 
cenderung akan mengurangi aspek  pemerataan dan seballiknya. Sementara itu, 
proses pembangunan memerlukan kedua unsur pertumbuhan dan pemerataan 
tersebut secara bersamaan (Syafrizal, 2008) 
Penerapan konsep pusat pertumbuhan dan perencanaan pembangunan 
regional dapat dilakukakan dengan menetapkan beberapa wilayah pembangunan 
dimana pada masing-masingnya ditentukan pada suatu pusat pertumbuhan baik 
tingkat nasional maupun provinsi. Wilayah pembangunan biasanya ditentukan 
dengan memperhatikan aspek kesamaan kondisi sosial ekonomi dan potensi 
pembangunan yanng dimiliki (homogeneous region) dan keterkaitan ekonomi 
dengan daerah sekitar (nodal region). Sedangkan pusat pertumbuhan ditempat 
pada kota atau pusat kegiatan ekonomi yang terdapat pada wilayah bersangkutan. 
Dengan cara demikian aspek ekonomi akan dapat lebih didorong melalui 
pemanfaatan ketetrkaitan antara dinammika kegiatan ekonomi pada pusat 
pertumbuhan karena adanya keuntungan aglomerasi yang didukunng dengan 
potensi ekonomi wilayah bersangkutan. Sedangkan aspek pemerataan akann dapat 
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pula ditingkatkan karena potensi ekonomi wilayah bersangkutan akan dapat 
dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, penentuan wilayah dan pusat 
pertumbuhan secara lebih tersebar tentunya juga akan mendorong terjadinya 
pemerataan pembangunan antar wilayah. 
3. Disparitas  Antar  wilayah atau Daerah 
Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum 
terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya 
disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan 
kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Akibat dari 
perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan 
juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap 
daerah biasanya terdapat wilayah maju (Development Region) dan wilayah 
terbelakang (Underdevelopment Region). Terjadinya ketimpangan antar wilayah 
ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. 
Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai 
implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 
Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu 
negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses 
ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, 
bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur – angsur 
ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan 
hipotesa ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara – 
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negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah 
cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan 
menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar 
wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (Reserve U-shape Curve) 
Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi 
pendapatan akan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada 
akhir proses pembangunan ketimpangan menurun, yakni saat sektor industri 
diperkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang 
dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil 
didalam produksi dan penciptaan pendapatan (Tambunan, 2001) 
4. Faktor Utama Penyebab Terjadinya Disparitas antar Wilayah  
a) Perbedaan Kandungan Sumber daya Alam    
Penyebab utama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan 
antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan 
sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Sebagaimana diketahui bahwa  
perbedaan kandungan sumberdaya alam ini di Indonesia ternyata cukup besar. 
Ada daerah yang mempunyai minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak 
mempunyai. Ada daerah mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tapi 
daerah lain tidak ada. Demikian pulahalnya dengan tingkat kesuburan lahan yang 
juga sangat bervariasi sehingga sangat mempengaruhi upaya untuk mendorong 
pembangunan pertanian pada masing-massing daerah. 
Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi 
kegiatan produksi pada daerah bersangkutan, daerah dengan kandungan 
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sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu 
dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai 
kandungan sumberdaya alam yang lebih rendah. Kondisi ini mendorong 
pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan 
daerah lain yang mempunya ikandungan  sumberdaya alam yang lebih kecil 
hanya akan dapat memproduksi barang-baran gdengan biaya produksi lebih 
tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan 
daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih 
lambat. Dengan demikian terlihat bahwa perbedaan kandungan sumberdaya alam 
ini dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang 
lebih tinggi pada suatu negara. 
b) Perbedaan Kondisi Demografis 
Faktor utama lainnya yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan 
pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi 
demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang 
dimaksudkan disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur 
kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kodisi 
ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkat laku dan kebiasaan serta etos kerja 
yan dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.  
Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan 
pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengauh terhadap 
produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan 
kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja 
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yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investai yang 
selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan 
ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu 
kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akanmenyebabkan relatif 
rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi 
yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi 
daerah bersangkutan akan menjadi rendah. 
c) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa  
Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong 
terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas 
barang dan jas ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik 
yang disponsori pemerintah, transmigrasi atau migrasi spontan. Alasannya adalah 
karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu 
daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula 
halnya dengan migrasi ynag kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga keja 
suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat 
membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan 
cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh 
daerah lain yang membutuhkan., sehingga daerah terbelakang sulit mendorong 
proses pembangunannya. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana, 
ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi pda negara 
sedang berkembang dimana mobilitas barang dan jasa kurang lancar dan masih 
terdapat beberapa daerah yang terisolir. 
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d) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi wilayah  
Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah 
tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. 
Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana 
terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut 
selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan 
penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendpatan masyarakat. Demikian pula 
sebaliknya bilamana, konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif 
rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya 
tingkat pendapatan masyarakat setempat.   
Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan  oleh beberapa 
hal : pertam karena terdapat sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah 
tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara, dan bahan mineral lainnya. 
Disamping itu terdapatnya lahan yang subur juga turut mempengaruhi, 
khususnya menyangkut dengan pertumbuhan kegiatan pertanian. Kedua, 
meratasnya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut 
mempengaruihi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi 
demografis ( kependudukan ) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi 
akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan 
kualitas yang lebih baik. 
e) Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah  
Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat  
menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu daerah yang dapat 
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alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih 
banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan 
ekonomi derah yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula 
mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang 
lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Demikian pula 
seballiknya terjadi bilaman investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu 
daerah ternyat lebih rendah.   
Alokas investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh 
sistem pemerintahan daerah  yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang 
dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih 
banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan 
pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi sebaliknya 
bilaman sistem pemerintahan yang dianut adala hotonomi atau federal, maka dan 
pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah, sehingga ketimpangan 
pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah.  
5. Pengukuran Disparitas dengan Indeks Williamson 
Melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu Negara 
atau suatu daerah bukanlah hal yang mudah karena hal ini dapat menimbulkan 
debat yang berkepanjangan. Adakalannya masyarakat berpendapat bahwa 
ketimpangan suatu daerah cukup tinggi setelah melihat banyak kelompok miskin 
pada daerah bersangkutan. Akan tetapi ada pula masyarakat merasakan adanya 
ketimpangan yang cukup tinggi setelah melihat adanya segelintir kelompok kaya 
ditengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin. Perlu diingat disini 
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bahwa, berbeda dengan distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar 
kelompok masyarakat., ketimpangan pembangunan antar wilayah melihat 
perbedaan antar wilayah. Hal yang dipersoalkan disini bukan antara kelompok 
kaya dan kelompok miskin, tetapi adalah perbedaan antar daerah maju dan daerah 
terbelakang. 
Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mula-mula 
ditemukan adalah Williamson index yang digunakan dalam studinya pada tahun 
1966. Secara ilmu Statistik, index ini sebenarnya adalah coefficient of variation 
yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah Williamson Index 
muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mula-mula 
menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar 
wilayah. Walaupun index ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain 
sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun 
demikian indeks cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan 
pembangunan antar wilayah. 
Williamson meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat 
pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan 
yang sedang berkembang, menemukan selama tahap awal pembangunan, 
disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi didaerah-
daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak 
adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. 
Walaupun indeks ini mempunyai banyak kelemahan, yaitu antara lain sensitif 
terhadap defenisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan namun demikian 
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indeks ini sering digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar 
wilayah (Syafrizal, 2008) 
C. Kerangka Pemikiran Teoritis 
Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh 
karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai 
wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata dan 
kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada namun 
hasil pembangunan kadang belum dirasakan merata dan masih terdapat 
kesenjangan antar daerah. 
Ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi merupakan 
masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan. Kajian pertumbuhan ekonomi 
dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi antar daerah Maminasata  dilihat 
melalui PDRB dan pendapatan perkapitanya. PDRB merupakan indikator untuk 
mengukur perkembangan ekonomi daerah. Dengan demikian dapat dicermati laju 
pertumbuhan ekonominya. Sedangkan pendapatan perkapita merupakan hasil bagi 
PDRB dengan jumlah penduduk yang dijadikan sebagai ukuran tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini distribusi pendapatan antar daerah 
di Sulawesi Selatan  akan diukur dengan menggunakan Indeks Williamson yang 
bernilai antara 0-1 
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Gambar  II.2 
Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh 
peneliti yaitu data kuantitatif. Penelitian Kuantitatif menurut Sugiono (2008), 
metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu 
dapat diklasifikasikan konkrit, teramati, hubungan variabelnya bersifat sebab 
akibat dimana data penelitianya berupa angka-angka dan analisisnya 
menggunakan statistik (Soendari, 2013) 
Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat 
cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan penelitian 
berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.  
B. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber 
yang ada di kantor BPS Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar. Selain itu 
menggunakan Library Research yang merupakan cara mengumpulkann data dari 
berbagai buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan 
acuan pembahasan dalam masalah ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, yang merupakan data tahunan selama tahun 2011-2015 dan 
diperoleh dari BPS serta instansi yang terkait dengan penelitian ini. Adapun data 
yang dipergunakan dalam penelitian ini : Data PDRB masing-masing di kawasan 
maminasata (Maros, Makassar, Sungguminasa dan Takalar)  yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, data jumlah penduduk Sulawesi Selatan. 
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C. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode studi literatur dan wawancara.  
a. Studi Literatur 
Studi Literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 
dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat yang 
berkaitan dengan pengamatan yang pernah penulis lakukan. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber/sumber data. 
Dalam hal ini mencari bahan- bahan serta teori-teori pendukung 
penelitian serta data sekunder dari instansi terkait yaitu BPS (Biro 
Pusat Statistik) Sulawesi Selatan. 
c. Studi Pustaka 
Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, paper 
dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. 
D. Pendekatan Penelitian 
a. Teknik Analisis Data  
Analisis yang di gunakan pada penelitian ini adalah Analisis Tipologi 
Klassen dan Indeks Williamson. Analisis Tipologi Klassen adalah analisis yang 
digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan 
ekonomi masing-masing daerah, Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah 
berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan 
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pendapatan perkapita daerah. Indeks Williamson adalah untuk mengukur 
ketimpangan antar wilayah/daerah. 
Analisis pola dan struktur pertumbuhan ekonomi digunakan analisis Tipologi 
Klassen seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3. 
Tabel 3.1 Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Daerah (Sjafrizal, 1997) 
PDRB Perkapita 
ydi > yni (+) ydi < yni (-) 
Laju Pertumbuhan 
rdi > rni (+) 
Daerah maju dan tumbuh 
cepat 
Daerah berkembang 
cepat tapi tidak maju 
rdi < rni (-) Daerah maju tapi tertekan 
Daerah relatif 
tertinggal 
Keterangan : 
rdi = laju pertumbuhan antar kabupaten 
rni = laju pertumbuhan total PDRB Kawasan Maminasata 
ydi = pendapatan perkapita antar  Kabupaten 
yni = pendapatan perkapita Kawasan Maminasata 
 
Tingkat disparitas pendapatan di Kawasan Maminasata dihitung dengan 
angka Indeks Williamson. Indeks Williamson digunakan untuk menentukan 
besarnya ketimpangan pendapatan. Metode ini diperoleh dari perhitungan 
pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Jika 
nilai indeks Williamson mendekati nol, maka tingkat kesenjangan distribusi 
pendapatan semakin kecil (semakin merata). Sebaliknya, jika nilai indeks 
Williamson semakin jauh dari nol maka kesenjangan semakin melebar. Indeks 
ketimpangan regional ini diformulasikan sebagai berikut :  
Rumus (Kuncoro, 2004) : 
IW = √∑ (    ) (     )        
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Keterangan : 
IW = Nilai ketimpangan pendapatan di kawasan maminasata 
Yi = PDRB perkapita antar kabupaten 
Y = PDRB perkapita kawasan mamminasata 
fi = Jumlah penduduk antar kabupaten 
n = Jumlah penduduk kawasan mamminasata 
Formula Indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita dan jumlah 
penduduk dimana nilai yang diperoleh antara nol dan satu atau (0<W<1). Dengan 
indikator bahwa apabila semakin kecil nilai Indeks Williamson maka 
menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah begitu pula sebaliknya semakin 
besar angka Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.  
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  BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kawasan Mamminasata 
1. Kabupaten Maros  
Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang terletak dibagian barat 
Sulawesi Selatan antara 40o-45’-50o lintang selatan dan 109-20’-1292-12’bujur 
timur. Luas wilayah seluruhnya adalah 1.619,11 km2 dan secara administrasi 
Pemerintahan terdiri dari 14 Kecamatan, 103 Desa/Kelurahan. Adapun batas-batas 
wilayah adalah sebagai berikut : 
a) Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
b) Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone 
c) Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar 
d) Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Keadaan topografi wilayah sangat bervariasi mulai dari wilayah datar sampai 
bergunung-gunung. Hampir semua kecamatan terdapat daerah dataran dengan luas 
keseluruhan 70.822 ha atau 43% dari luas wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan 
daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas 40% atau wilayah yang 
bergunung- gunung mempunyai luas 49.869 ha atau 30,8% dan sisanya sebesar 
26,2% merupakan wilayah pantai. Klasifikasi batuan terbagi dalam 4 kelompok besar 
yaitu batuan permukaan, batuan sedimen, batuan gunung api dan batuan terobosan. 
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Jenis air permukaan berasal dari sungai-sungai yang berjumlah 12 sungai, yaitu 
sungai Maros, Parang Pakku, Marusu, Puse, Borongkaluku, Batu Pute, Matturunge, 
Marana, Campaya, Pattumanagasae, Bontotenga danTanralili. 
Wilayah kabupaten Maros meliputi pantai yang terbentang sepanjang 30 km 
di Selat Makassar. Maros mempunyai curah hujan yang cukup, sehingga kondisi 
pertanian subur. Curah hujan tertinggi dalam satu tahun terjadi di bulan Pebruari (839 
mm) dan curah hujan terendah terjadi di bulan Juni dan Agustus. Rata-rata suhu udara 
di Kabupaten Maros berkisar antara 210° – 240° C.Suhu terendah di Maros biasanya 
terjadi di bulan Mei (210°C). Kondisi suhu tersebut di Indonesia termasuk rendah, 
mengingat suhu di kota lain di Indonesia dapat mencapai 300°C, terutama kota-kota 
yang terletak di dekat pantai. 
2. Kota Makassar 
Kota Makassar, yang kadang dieja Macassar atau Mangkasar; dari  1971 
hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujungpandang atau Ujung Pandang adalah 
kotamadya dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar 
mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah 
selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah 
kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Secara 
goegrafis wilayah kota Makassar  berada pada koordinat 119 derajat bujur timur dan 
5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari 
permukaan laut. Dengan batas wilayah : 
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a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
c)  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 
derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai.Tallo yang bermuara di 
bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah 
kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 
11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km², 
dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa. Jumlah kecamatan di 
kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara 
kecamat-an tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu 
kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, 47 Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan 
Biringkanaya. Dari gambaran sepintas mengenai lokasi dan kondisi geografis 
Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang 
sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi 
ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien 
dibandingkan daerah lain. 
3. Kabupaten Gowa 
Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 
5°33.6’Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya 
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antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang 
Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi 
Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara 
berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur 
berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat 
berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.  
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km
2
 atau sama dengan 3,01% 
dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 
18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 
Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi 
berbukit bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan 
Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya 
Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran 
rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan 
Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng 
Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.  
Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di 
atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, 
Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah 52 yang 
sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 
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sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk 
pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai 
Jeneberang dengan luas 881 Km2 dan panjang 90 Km.  
Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang 
bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM 
Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km2 yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 
24.600 Ha, komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan 
Makassar sebanyak 35.000.000 m3 dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air 
yang berkekuatan 16,30 Mega Watt. 
Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya 
dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim 
kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai 
pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah 
tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-
Nopember. Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2009 sebesar 695.697 
jiwa, laki-laki berjumlah 344.740 jiwa dan perempuan sebanyak 350.957 jiwa.  
Dari jumlah penduduk tersebut 99,18% adalah pemeluk Agama Islam. Curah 
hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan 
tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan 
Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada 
Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan. 
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4. Kabupaten Takalar 
Kabupaten Takalar berada antara 5.3 - 5.33 derajat Lintang Selatan dan antara 
119.22-118.39 derajat Bujur Timur. Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattalasang 
terletak 29 km arah selatan dari Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. 
Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 km
2
. Bagian Utara Kabupaten 
Takalar berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, bagian Timur 
berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, bagian Selatan 
dibatasi oleh Laut Flores, sementara bagian Barat dibatasi oleh Selatan Makassar.  
Kabupaten Takalar memiliki luas daratan sekitar 325, 63 km
2
. 240,88 km
2
 
diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km
2
. 
Jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Takalar berjumlah 83 yaitu 
Kelurahan 22 dan Desa 61 yang tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan dalam Wilayah 
Kab. Takalar.  
Mata pencaharian masyarakat pertanian/nelayan 80%, lain-lain 20 %. Sebagai 
wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih 
pelabuhan sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, 
nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai 
alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal. Dengan fasilitas pelabuhan 
yang ada, Takalar memiliki potensi akses regional maupun nasional sebagai pintu 
masuk baru untuk kegiatan industri dan perdagangan untuk kawasan Indonesia Timur 
setelah Makassar mengalami kejenuhan. 
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Kabupaten Takalar merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang 
didukung dengan keadaan alam, kehidupan masyarakat, kondisi sosial 57 budaya dan 
dunia usaha. Potensi dan obyek kepariwisataan di Kabupaten Takalar yang dapat 
dikembangkan digolongkan ke dalam wisata alam, budaya, sejarah, agrowisata dan 
wisata bahari. Galesong terkenat dengan potensi perikanan, laut penghasil telur ikan 
terbang dan telah menjadi komoditas ekspor. Rumput laut merupakan salah satu 
komoditi sumber daya laut yang bernilai ekonomis dan potensial dikembangkan baik 
di pasar Dalam Negeri atau pun Pasar Luar Negeri. Diantara ratusan jenis rumput 
yang banyak tersebar diperairan Takalar ada berbagai jenis rumput laut yang 
memiliki nilai ekonomis tinggi antara lain Marga Gracilaria, Gelidium dan Gelidiella 
sebagai penghasil agar, dan Marga Hypnea serta Eucheuma sebagai penghasil 
Carrageenan. 
B. PDRB dan  laju Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Mamminasata 
 
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator penunjuk adanya 
pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil 
diharapkan berperan dalam meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi 
sehingga merangsang bagi berkembangnya ekonomi dalam skala yang lebih besar, 
serta berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesehteraan masyarakat. 
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui besarnya perubahan 
statistik pendapatan regional,atau yang lebih dikenal dengan produk domestik 
regional bruto (PDRB), dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dihitung 
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berdasarkan besarnya kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang terbentuk 
pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang 
dihitung berdasarkan besarnya kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang 
terbentuk pada tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas harga konstan dihitung 
berdasarkan nilai semua barang dan jasa dengan harga tahun tertentu. 
Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan pendapatan atas faktor produksi 
yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah atau daerah ditambah penduduk asing 
yang berada di wilayah/daerah tersebut. Sejalan dengan Budiono (1981) yang 
menyatakan bahwa PDRB adalah seluruh nilai netto barang dan jasa (komoditas) 
yang diproduksi pada suatu wilayah domestik regional tanpa memperhatikan 
pemilikan faktor-faktor produksi pada suatu wilayah domestik/regional tersebut. 
Kawasan perkotaan Mamminasata yang terdiri dari kabupaten Maros, kota Makassar, 
kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar adalah merupakan salah satu Kawasan 
Strategis Nasional (KSN) diantara kawasan ekonomi lain yang ada di Indonesia. 
Besarnya skala ekonomi kawasan perkotaan Mamminasata tercermin melalui besaran 
PDRB selama periode tahun 2011 sampai 2015, seperti berikut : 
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Tabel 4.1 
PDRB. Atas Harga Dasar Konstan 2010 di Kawasan Mamminasata 
tahun 2011-2015 ( jutaan rupiah ) 
 
Kabupaten 
PDRB 
2011 2012 2013 2014 2015 
Maros 8.137.588.41 9.044.514.02 9.612.262.47 10.067.224.82 10.931.054.31 
Makassar 64.622.103.62 70.851.036.02 76.907.410.80 82.596.786.55 88.740.213.15 
Gowa 7.664.513.16 8.289.133.15 9.070.002.15 9.720.519.52 10.381.038.18 
Takalar 3.753.902.98 3.809.135.64 4.144.292.39 4.549.027.30 4.931.567.73 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan,2016 
Berdasarkan tabel diatas bahwa selama periode 2011-2015 seluruh kabupaten 
yang berada di Kawasan Mamminasata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Di lihat dari tabel 4.1 bahwa nilai PDRB (jutaan rupiah)  yang paling banyak di miliki 
oleh Kota Makassar pada tahun 2011 nilai PDRB sebanyak 64.622.103,62 dan 
meningkat hingga tahun 2015 sebanyak 88.740.213,15 Yang kedua Kabupaten Maros 
pada tahun 2011 nilai PDRB sebanyak 8.137.588,41 dan mengalami peningkatan 
hingga 2015 sebanyak 10.931.054,31 dan yang ketiga di miliki oleh kabupaten Gowa  
nilai PDRB pada tahun 2011 sebanyak 7.664.513,16  dan juga setiap tahunya 
mengalmi penigkatan hingga tahun 2015 sebanyak 10.381.038,18 yang terakhir atau 
yang paling sedikit dimiliki oleh kabupaten Takalar nilai PDRB tahun 2011 sebanyak 
3.753.902,98  dan menigkat hingga tahun 2015 sebanyak 4.931.567,73.  
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Tabel  4.2 
PDRB per kapita atas harga dasar konstan 2010 dan Pertumbuhan Ekonomi di 
Kawasan Mamminasata tahun 2011-2015 (persen) 
Kabupaten 
PDRB per kapita 
 
2011 2012 2013 2014 2015 
Maros 26.54 31.79 36.07 40.71 46.47 
Makassar 49.29 56.24 62.75 70.25 78.77 
Gowa 12.31 13.74 15.39 16.98 19.00 
Takalar 13.88 15.75 17.83 20.73 23.74 
 Pertumbuhan Ekonomi 
Maros 11.24 11.14 6.28 4.73 8.58 
Makassar 10.36 9.64 8.55 7.40 7.44 
Gowa 7.46 8.15 9.42 7.17 6.80 
Takalar 7.59 6.58 8.80 9.77 8.41 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2016 
Berdasarkan tabel di atas bahwa PDRB per kapita yang dimiliki oleh masing-
masing kabupaten/kota mengalami penigkatan dari tahun ke tahun, berbeda dengan 
laju pertumbuhan ekonomi  yang di miliki oleh setiap daerah berbeda-beda dari tahun 
ke tahun. Daerah yang laju pertumbuhannya yang paling tinggi di tahun 2011 di 
miliki oleh Kabupaten Maros yaitu 11.24%  lalu yang kedua kota Makassar 10.36% 
dan yang ketiga dimiliki oleh Takalar 7.59% dan Gowa 7.46 % di tahun 2012 laju 
pertumbuhan yang paling tinggi yaitu Maros 11.14% , Kota Makassar 9.64% 
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Gowa,8.15% Takalar 6.58%  di tahun 2013 laju pertumbuhan yang paling tinggi di 
miliki oleh kabupaten Gowa yaitu 9.42% lalu Takalar 8.80%  Makassar 8.55% Maros 
6.28%  di tahun 2014 laju pertumbuhan yang paling tinggi kabupaten Takalar 9.77% 
Makassar 7.40% Gowa 7.17% Maros 4.73% dan ditahun 2015 laju pertumbuhan 
ekonomi yang paling tinggi yaitu kabupaten Maros 8.58%  Takalar 8.41% Makassar 
7.44% Gowa 6.80% 
Kabupaten Maros mengalami penigkatan pertumbuhan karena ada beberapa 
sektor kegiatan ekonomi yang mendorong menigkatnya pertumbuhan ekonomi, 
seperti sektor keuangan ,persewaan dan jasa perusahaan. Kemudian sektor pertanian 
dalam perekonomian Kabupaten Maros cukup besar, sehingga apabila sektor ini 
digerakkan atau dinaikkan pertumbuhanya maka dampaknya terhadap kenaikan 
pertumbuhan ekonomi juga cukup besar.  
Pendapatan per kapita di Kota Makassar terus mengalami peningkatan yang 
cukup besar dari tahun Ke tahun. Hal ini terjadi karena adanya pertumbuhan positif 
dari sektor-sektor ekonomi, terutama sektor industri, pengolahan dan sektor 
perdagangan, hotel, dan restoran. 
Kabupaten Gowa, tidak jauh berbeda dengan daerah lainya dalam lingkup 
Sulawesi selatan, dimana sektor pertanian masih merupakan sektor primer yang 
memberikan kontribusi terbesar pada PDRB kabupaten Gowa, dan tentunya 
berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja lebih banyak pada sektor tersebut. 
Kabupaten Takalar sendiri sebagai kabupaten yang memiliki berbagai 
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potensi pengembangan baik dari segi infrastruktur, potensi pasar, tenaga kerja, 
dan sumber daya alam telah mengalami pertumbuhan pada berbagai sektor 
ekonomi,  
C. Jumlah Penduduk   
Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu 
daerah atau Negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau Negara 
tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, 
jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat. 
Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap 
pembangunan di suatu wilayah. 
Tabel 4.3 
Jumlah Penduduk di Kawasan Mamminasata Tahun 2011-2015 
 
Kabupaten 2011 2012 2013 2014 2015 
Maros 322.212 325.401 331.796 335.596 339.300 
Makassar 1.352.136 1.369.606 1.408.072 1.429.242 1.449.401 
Gowa 
/Sungguminasa 
7.321 7.443 7.674 8.450 8.758 
Takalar 272.316 275.034 280.590 283.762 286.906 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2016 
Dari tabel 4.3 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk kota 
Makassar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini menunjukan bahwa 
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sebagai kota induk diantara daerah lain di kawasan Mamminasata, kota Makassar 
mengalami pertumbuhan yang dinamis dari tahun ke tahun. 
D. Pembahasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis Tipologi Klassen untuk 
mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi pada masing-
masing daerah. dan Analisis Indeks Williansom untuk mengukur ketimpangan di 
suatu wilayah atau daerah.  
1. Pola dan Struktur Ekonomi di Kawasan Mamminasata 
Untuk mengetahui klasifikasi daerah didasarkan kepada dua indikator utama 
yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto per 
kapita. Dengan menentukan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per 
kapita sebagai sumbu horizontal, sedangkan daerah per kabupaten dibagi menjadi 
empat golongan yaitu kabupaten yang cepat maju dan cepat tumbuh, kabupaten maju 
tapi tertekan, kabupaten yang berkembang cepat dan kabupaten yang relatif 
tertinggal. (Sjafrizal, 1997; Mudrajat Kuncoro dan Aswandi, 2002). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
53 
 
 
Tabel 4.4 
 PDRB per kapita Kawasan Mamminasata 
No Kabupaten 
PDRB per kapita 
Rata-rata 
2011 2012 2013 2014 2015 
1 Maros  26.54 31.79 36.07 40.71 46.47 36.23 
2 Makassar 49.29 56.24 62.75 70.25 78.77 63.49 
3 Gowa 12.31 13.79 15.39 16.98 19.00 15.48 
4 Takalar 13.88 15.75 17.83 20.73 23.74 18.38 
 
Rata–rata 
Mamminasata 
25.46 29.9 33.01 37.16 41.99 33.50 
Sumber:  BPS Sulawesi Selatan, 2011-2015 
Selama tahun 2011-2015, rata-rata PDRB Per kapita kawasan mamminasata  sebesar 
33,38. Daerah yang tertinggi diatas rata-rata Kawasan Mamminasata adalah Kabupaten 
Maros sebesar 36,23, dan Kota Makassar 63,46 . Sedangkan yang terendah dimiliki oleh 
kabupaten Gowa sebesar 15,48 dan Kabupaten Takalar yakni sebesar dan 18,38. 
 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah stu indikator yang biasaya digunakan 
untuk mengukur hasil pembangunan suatu daerah. Berdasarkan nilai pertumbuhan 
ekonomi menujukkan bahwa kota makasssar dan Maros menjadi kecamatan yang 
memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi dari daerah lainya. Kota Makassar 
memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup besar pada tahun 2011 dan kabupaten 
Maros pada tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan ekonominya paling tinggi di 
bandingkan dengan Gowa, Takalar dan Makasar. 
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Tabel 4.5  
laju pertumbuhan ekonomi Kawasan Mamminasata 
No Kabupaten 
Pertumbuhan Ekonomi 
Rata-rata 
2011 2012 2013 2014 2015 
1 Maros 11.24 11.14 6.28 4.73 8.58 8.39 
2 Makassar 10.36 9.64 8.55 7.40 7.44 8.67 
3 Gowa 7.46 8.15 9.42 7.17 6.80 7.80 
4 Takalar 7.59 6.58 8.80 9.77 8.41 8.23 
 Rata-rata 
Mamminasata 
9.16 8.87 8.26 7.26 9.80 8.678 
Sumber:  BPS Sulawesi Selatan, 2011-2015 
Selama tahun 2011-2015, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kawasan 
mamminasata  sebesar 8,678. Daerah yang laju pertumbuhanya berada di bawah  rata-rata 
Kawasan Mamminasata adalah Kabupaten Maros sebesar 8,39, dan Kota Makassar 8,67 . 
Sedangkan yang terendah dimiliki oleh kabupaten Gowa sebesar 7,80 dan Kabupaten Takalar 
yakni sebesar dan 8,23. 
Tabel : 4.6 
Berdasarkan hasil Tipologi Klasen diperoleh klasifikasi pertumbuhan ekonomi 
antara Kabupaten di Kawasan Mamminasta seperti pada tabel di bawah: 
            PDRB perkapita 
Laju  
Pertumbuhan 
ydi > yni (+) ydi < yni (-) 
rdi > rni (+) (  -  ) (  -  ) 
rdi < rni (-) 
Makassar, Maros Takalar, Gowa 
Sumber : (data diolah) 
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Dari tabel di atas  dapat diketahui bahwa ada dua kabupaten yang termasuk 
daerah yang  maju tapi tertekan yakni kabupaten Maros dan Kota Makassar  Dimana 
Kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi di bandingkan dengan 
Rata-rata kawasan mamminasata. Tetapi laju pertumbuhannya lebih rendah 
dibandingkan dengan Rata-rata Kawasan Mamminasata. Kabupaten  yang termasuk 
daerah yang relatif tertinggal yakni Kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar dimana 
Kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita 
lebih rendah dibandingkan dengan Rata-rata  Kawasan Mamminasata.Dari hasil 
analisis Tipologi Klassen pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kawasan 
Mamminasata Tahun 2011-2015 diperhatikan dalam Gambar I 
 Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa di Kawasan Mamminasata 
selama priode tahun 2011-2015 dapat di simpulkan bahwa  pola dan struktur ekonomi 
di Kawasan Mamminasata terdepat beberapa daerah yang termasuk daerah maju tapi 
tertekan diantaranya kota Makasssar dan Maros kedua daerah tersebut dikatakan maju 
tapi tertekan karena daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun 
terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah 
yang bersangkutan. Walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa 
mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi 
pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar. Kota Makassar dan Maros 
tidak termasuk daerah maju dan tumbuh cepat karena laju pertumbuhanya mengalami 
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penurunan dari tahun sebelumnya  dan potensi yang di miliki kedua daerah tersebut 
belum di manfaatkan dengan baik. 
Daerah yang relatif tertinggal yaitu Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa 
kedua daerah tersebut dikatakan daerah tertinggal karena daerah yng mempunyai 
tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada dibawah rata-rata dari 
seluruh daerah yang berada di Kawasan Mamminasata. Ini berarti bahwa baik tingkat 
kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih 
relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa didaerah ini tidak akan berkembang 
di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian 
daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan 
daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya.  
Kedua daerah tersebut tidak termasuk daerah maju dan tumbuh cepat dan 
daerah maju tapi tertekan karena kedua daerah tersebut memilik laju pertumbuhan 
dan pendapatan per kapita masih rendah dikarnakan belum megoptimalkan potensi-
potensi daerah yang di miiki oleh kedua daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat dari gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
 
Gambar 4.1 
 Pola dan Struktur pertumbuhan ekonomi Kawasan Mamminasata Tahun 2011-
2015 Menurut Tipologi Klassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Berdasarkan gambar di atas dapat di ketahui bahwa pola dan struktur 
pertumbuhan ekonomi di Kawasan Mamminasata terbagi dua bagian daerah maju tapi 
tertekan dan daerah yang relatif tertinggal. Kota Makassar dan Maros termasuk 
bagian dari daerah maju tapi tertekan karena kedua daerah tersebut memiliki 
pendapatan perkapita lebih tinggi dibandingkan dengan  jumlah rata-rata 
Mamminasata, tetapi laju pertumbuhan lebih rendah di bandingkan dengan jumlah 
rata-rata Mamminasata. Dan yang termasuk bagian dari daerah relatif tertinggal yaitu 
Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa dimana kedua daerah tersebut memiliki 
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tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih  rendah dibandingkan 
dengan jumlah rata-rata Mamminasata.  
2. Tingkat Ketimpangan antar Kabupaten di Kawasan Mamminasata 
 Analisi Indeks Williamson di gunakan untuk mengukur seberapa besar 
ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten di Kawasan Mamminasata. 
Indeks ini memiliki arti jika nilai Indeks Williamson mendekati 0 , artinya 
ketimpangan kecil atau lebih merata dan jika mendekati 1 ,  ketimpangannya besar 
atau melebar. Selama tahun 2011 sampai 2015 perhitungan Indeks Williamson 
memperoleh hasil sebagai berikut.: 
Tabel  4.7 
Indeks Williamson antar kabupaten di Kawasan Mamminasata tahun 
 2011- 2015 
Tahun Indeks Williansom 
2011 0,879 
2012 0,872 
2013 0,895 
2014 0,885 
2015 0,877 
  Sember: data diolah 
 Berdasarkan hasil perhitungan angka Indeks Williamon, dapat dilihat pada tabel 
di atas bahwa ketimpangan yang terjadi antara Kabupaten di Kawasan Mamminasata  
mengalami penigkatan yang cukup besar atau melebar itu terjadi pada tahun 2011-
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2015. Indeks Williamson yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011  yaitu 0,897 dan 
pada tahun 2013 yaitu 0,895 dan pada tahun 2012, 2014 mengalami penurunan 
hingga 2015. Diketahui bahwa rata-rata ketimpangan pembangunan antar daerah di 
kawasan Mamminasata selama priode pengamatan tahun 2011-2015 sebesar 0,885 
dari pengamatan tersebut bias diketahui bahwa nilai ketimpangan yang terjadi di 
Kawasan  Mamminasata mengalami penigkatan hal ini menujukkan bahwa 
ketimpangan semakin melebar. 
 Ukuran ketimpangan jika nilai Indeks Williansom mendekati  0 artinya di 
daerah tersebut  ketimpangan kecil atau lebih merata dan apabila nilai Indeks 
Williansom mendekati 1  maka daerah tersebut terjadi ketimpangan yang sangat besar 
atau melebar. 
Jika dilihat dari  tabel di atas ketimpangan pembangunan antar kabupaten di 
Kawasan Mamminasata sangat melebar, maka bisa kita lihat bahwa ketimpangan 
pembangunan antar wilayah semakin menigkat, kemungkinan hal tersebut terjadi 
karena setiap daerah  memiliki karakteristik yang berbeda-beda  sehingga 
pembangunan tidak bias diterima secara merata di setiap wilaya kabupaten. 
Ketimpangan pembangunan di Kawasan Mamminasata di tahun 2011 
mengalami penigkatan yang cukup tinggi, dan di tahun 2012 mengalami penurunan 
hingga 2015, karena dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara 
berkelanjutan dan dilakukan dengan baik , sebab dengan pelaksanaan pembangunan 
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ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penigkatan distribusi 
pendapatan bagi masyarakat  sehingga ketimpangan akan menurun. 
 Hasil Analisi Tipolgi Klasen terbagi menjadi dua klasifikasi yang ada. Pola dan 
struktur pertumbuhan ekonomi di Kawasan Mamminasata dari tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2015. Sebanyak dua kabupaten termasuk kabupaten  yang relatif 
tertinggal yaitu : kabupaten Gowa dan Takalar. Kedua kabupaten ini pertumbuhan 
ekonominya dan pendapatan perkapita masih lebih rendah dari jumlah rata-rata 
Kawasan Mamminasata. Dan yang termasuk daerah maju tapi tertekan yaitu Kota 
Makassar dan Maros. Kabupaten ini pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari 
jumlah rata-rata Mamminasata, akan tetapi pendapatan perkapitanya lebih tinggi 
dibandigkan dengan jumlah rata-rata Mamminasata. 
 Hasil penelitian ketimpangan di Kawasan Mamminasata tahun 2011 angka 
Indeks Williamson adalah 0.897 kemudian ketimpangan kembali menigkat pada 
tahun 2013 sebesar 0,895. Periode 2011-2015 nilai Indeks Williansom cukup tinggi 
hal ini menujukkan bahwa ketimpangan di kawasan Mamminasata semakin melebar. 
Nilai Indeks Williamson yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 0,897 dan 
selanjutnya mengalami penurunan sampai tahun 2015 menjadi 0,877 penigkatan 
ketimpangan dari tahun ke tahun tidak menentu, akan tetapi dengan jumlah rata-rata 
sebesar 0,885 ini menujukkan bahwa di kawasan mamminasata terjadi ketimpangan 
yang cukup besar atau melebar. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena setiap 
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daerah memiliki krakteristik yang berbeda-beda sehingga pembangunan tidak bisa 
diterima secara merata disetiap wilayah atau kabupaten. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah 
dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa pengklasifikasian kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan 
PDRB perkapita di Kawasan Mamminasata. Memakai alat analisis Tipologi 
Klassen dengan pendekatan daerah menujukkan kabupaten/kota terbagi menjadi 
empat  klasifikasi yang ada. Akan tetapi hanya ada dua klasifikasi  Pada periode 
2011-2015  di Kawasan Mamminasata. Sebanyak dua kabupaten yang termasuk 
daerah maju tapi tertekan yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Dan daerah 
yang relatif tertinggal yaitu kabupaten Gowa dan Takalar. 
2. Ketimpangan yang terjadi di Kawasan Mamminasata periode 2011-2015 antar 
kabupaten  pada periode tersebut terjadi ketimpangan yang cukup tinggi dan hal 
ini menujukkan semakin melebarnya ketimpangan di Kawasan Mamminasata. 
Rata-rata angka Indeks Williamson di Kawasan Mamminasata adalah sebesar 
0,885. 
B. SARAN  
Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan 
berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 
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1. pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunannya agar memprioritaskan  pada 
daerah yang relatif tertinggal, dan daerah yang maju tapi tertekan.  
2. Pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur agar lebih merata dan 
menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan dan investasi. 
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